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Abstract: The Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945 States that the state of the 
law has principles in terms of ensuring certainty, availability, and legal protection that take 
into account 3 (three) elements, namely expediency, justice, and legal certainty. A notary is 
a|general official with special authority regulated in a particular law, namely the Notary 
Position Law. Notaries have the authority to make deeds, and Notaries are also authorized to 
make deeds related to land. Notaries can make a| certificate in providing credit by the bank 
called a Cover Note, which is a|customary law in the banking world. A cover Note is not an 
authentic deed; there are no arrangements governing Cover Notes, and many Notaries are 
caught in trouble, leading to corruption. This is certainly an injustice to the Notary. The 
problems in this study are: 1) What is the position of the Cover Note in credit disbursement by 
the bank? 2) How is the legal protection for Notaries related to making Cover Notes? The 
research method used is juridical-normative. At the same time, this research is a descriptive 
analysis. This study aims to find out the position of Cover Notes in credit disbursement and how 
Notary legal protection is related to making Cover Notes. The theories used are the theory of 
legal certainty and the theory of legal protection. Special arrangements regarding Cover Notes 
do not exist; banks in credit disbursement must apply 5C and 7P personal analysis and are not 
dependent on Notary Cover Notes. Notaries in issuing Cover Notes must use the principle of 
prudence, explain existing facts, and not promise anything in making Cover Notes to create 
legal protection for Notaries. 
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A. Pendahuluan 

  Akta otentik sebagai alat bukti yang terkuat dan terpenuh mempunyai peranan 
penting dalam setiap perbuatan hukum maupun hubungan hukum dalam kehidupan 
masyarakat. Eksistensi atau keberadaan bukti tertulis berupa akta otentik menentukan 
secara jelas mengenai hak dan kewajiban seseorang dalam menjamin adanya kepastian 
hukum. Menurut Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), akta 
otentik adalah suatu akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang 
untuk maksud itu, ditempat dimana akta dibuat.1 Suatu akta tersebut dibuat oleh pejabat 

 
1 R.Subekti, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pradnya Paramita, Jakarta, 2009, hlm. 475. 
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berwenang yang mana dalam hal ini, adalah Notaris dan para pihak yang terkait dalam 
akta tersebut haruslah menandatanganinya. 

  Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan 
Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN) menyatakan 
bahwa:2 “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan 
memiliki kewenangan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang ini 
atau berdasarkan Undang-Undang lainnya.” Jabatan yang diemban seorang Notaris adalah 
profesi. Profesi Notaris adalah profesi yang bermartabat karena negara yang mengangkat 
seorang Notaris dalam wilayah hukum tertentu. 

  Kewenangan Notaris yang utama yaitu membuat Akta otentik mengenai semua 
perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-
undangan yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta 
otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, memberikan salinan, grosse dan 
kutipan akta, sepanjang pembuatan akta-akta tersebut tidak juga ditugaskan atau 
dikecualikan kepada pejabat lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang Pasal 15 ayat (1) 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris 
(UUJN). 

 Notaris memiliki kewenangan lain yang mana disebutkan dalam Pasal 15 ayat (2) 
UUJN yaitu sebagai berikut: 

a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah 
tangan dengan mendaftar dalam buku khusus; 

b. Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus; 

c. Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat 
uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan; 

d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya; 

e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta; 

f. Membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; 

g. Membuat Akta risalah lelang; 

Pasal 15 ayat (2) huruf F UUJN menyatakan bahwa: 

 “Notaris berwenang membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan”. 

 Kehidupan masyarakat saat ini semakin berkembang dan tingkat perekonomian 
masyarakat juga semakin beragam. Keberagaman tingkat perekonomian tercermin dalam 
tingkatan kelas masyarakat yang terbagi dari kelas bawah, menengah, hingga kelas atas. 
Bagi masyarakat masalah keuangan atau pendanaan bukanlah hal yang sulit ketika 
berniat menjalankan usaha.3 Dalam pelaksanaan inisiatif tersebut, masyarakat yang 
kekurangan modal akan mengajukan modal ke bank yang disebut dengan kegiatan 

 
2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 

tentang Jabatan Notaris. 
3 Rizky Wulandari, Dasar Pertimbangan Bank Dalam Proses Pencairan Kredit Berdasarkan Covernote di 

Kabupaten Sleman, Tesis Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2015. 



Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Dalam Pembuatan Cover Note Terkait Dasar Pencairan Kredit Oleh Bank║239 

pinjam-meminjam uang dan lebih dikenal dengan istilah kredit dalam praktek kehidupan 
sehari-hari.  

 Bank sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk 
simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-
bentuk lainnya.4 Kredit umumnya berfungsi untuk memperlancar suatu kegiatan usaha 
dan khususnya bagi kegiatan perekonomian di Indonesia sangat berperan penting dalam 
kedudukannya bertujuan untuk meningkatkan taraf kehidupan bermasyarakat. 

 Pelaksanaan pemberian kredit merupakan kegiatan bank yang paling utama melalui 
pendapatan bunga tetapi resiko terbesar dari bank juga bersumber dari kredit. Oleh 
karena itu bank melakukan analisis prinsip 5C’s yaitu Character (watak), Capacity 
(kemampuan), Capital (modal), Condition of Economy (kondisi perekonomian), Collateral 
(jaminan atau agunan).5 Salah satu unsur penting dalam pemberian kredit dalam prinsip 
5C’s adalah Collateral (jaminan atau agunan) untuk menjamin pembayaran atau utang 
tertentu, pada umumnya debitur diwajibkan menyediakan jaminan berupa agunan 
(kebendaan tertentu) yang dapat dinilai dengan uang, berkualitas tinggi, mudah 
dicairkan, dan mempunyai kekuatan eksekusi. Dengan maksud jika debitur tidak dapat 
melunasi hutangnya atau dinyatakan pailit, maka kebendaan jaminan tersebut dapat 
dicairkan guna menutupi pelunasan atau pengembalian utang yang tersisa 

 Pada proses pengikatan jaminan antara bank dan debitur sebagai contoh dalam 
pencairan kredit dengan jaminan berupa tanah dan bangunan harus diikat dengan Hak 
Tanggungan. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak 
Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan dengan Tanah atau disebut 
UUHT, hak tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), berikut atau tidak 
berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk 
pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada 
kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lain. 

 Dari rumusan tersebut dapat diketahui bahwa pada dasarnya suatu hak tanggungan 
adalah suatu bentuk jaminan pelunasan utang, dengan hak mendahulu, dengan objek 
jaminannya berupa hak-hak atas tanah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 
Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.6 Untuk memperoleh hak 
tanggungan tersebut dibutuhkan akta otentik yang dibuat oleh notaris selaku PPAT 
berupa Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT), dilanjutkan dengan 
pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT), kemudian harus didaftarkan 
terlebih dahulu ke Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) guna menerbitkan sertifikat 
hak tangunggan. Proses pendaftaran ke BPN untuk inilah memakan waktu yang lama, 
sehingga bank meminta kepada Notaris agar dibuatkan suatu surat keterangan yang 
dikenal dengan istilah Cover Note sebagai jaminan bahwa dokumen persyaratan kredit 
lainnya sedang dalam proses. 

 
4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. 
5 Rachmat Firdaus dan Maia Ariyanti, Manajemen Perkreditan Umum, Alfabeta, Bandung, 2004, hlm. 83-87. 
6 Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Hak Tanggungan, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm. 

13. 
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“Cover Note adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh notaris bahwa telah terjadi 
suatu proses hukum tertentu, misalnya pengurusan balik nama atau pemecahan sertifikat 
atau surat keterangan suatu perbuatan hukum namun dokumen belum dapat diserahkan 
karena masih ada tahap lain yang harus dilalui”.7 

 Apabila dalam waktu berjalannya perjanjian kredit, sertifikat hak tanggungan yang 
menjadi catatan dalam Cover Note tidak kunjung selesai atau terjadinya pemblokiran oleh 
Badan Pertanahan Nasional, sedangkan kredit telah dicairkan berdasarkan Cover Note. 
Dalam berlangsungnya perjanjian kredit tersebut terjadi kredit macet (wanprestasi), hal 
ini tentu menjadi resiko bagi Notaris sehingga dapat membawa permasalahan hukum atau 
melibatkan Notaris dikemudian hari. Seperti salah satu contoh, maraknya informasi di 
media sosial terkait Notaris diduga terlibat tindak pidana korupsi karena pemberian 
kredit di bank setelah terbitnya Cover Note sebagai dasar pencairan kredit oleh bank. Hal 
ini tentu menjadi ketidakadilan bagi Notaris sebab tidak ada hukum positif yang mengatur 
secara khusus dalam pembuatan Cover Note dan tidak ada pengaturan yang jelas 
mengenai aspek pertanggungjawaban Notaris atas Cover Note yang dibuatnya, serta tidak 
ada pengaturan terkait perlindungan hukum terhadap Notaris sebab penerbitan Cover 
Note tidak didasari kewenangan Notaris yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan 
Notaris (UUJN), melainkan hanya didasarkan pada kebiasaan praktik perbankan dengan 
tujuan untuk mempercepat proses pencairan kredit sehingga bank berlindung dibawah 
Cover Note Notaris. 

 Penelitian ini berfokus pada: 1) Bagaimana Kedudukan Cover Note Dalam Pencairan 
Kredit Oleh Bank? 2) Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Terkait 
Pembuatan Cover Note? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan 
Cover Note dalam pencairan kredit oleh bank dan perlindungan hukum terhadap Notaris 
terkait pembuatan Cover Note. 

B. Kajian Literatur 

Sebelum memaparkan hasil penelitian penulis lebih jauh. Penulis ingin membahas 
beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki keterkaitan dengan artikel ini, yaitu:  

1. Perlindungan Hukum Bagi Notaris Maupun PPAT Dalam Pembuatan Cover Note 
Sebagai Dasar Pencairan Kredit Oleh Bank yang ditulis oleh Aam 
Mamlu’atuzzahroh dalam tulisannya penulis mengamati bahwa bentuk 
perlindungan hukum preventif bagi Notaris maupun PPAT telah dirumuskan 
dalam undang-undang jabatan Notaris khususnya pasal 16 ayat (1) amanah, jujur, 
saksama, mandiri, tidak berpihak, menjaga kepentingan pihak, dimana secara 
garis besarnya ketentuan ini mengatur tentang kewajiban Notaris. Dasarnya 
sebagai bentuk pencegahan terjadinya sengketa dikemudian hari atas jabatannya 
sebagai Notaris.8 

2. Kedudukan Hukum Cover Note Notaris Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan 
Hak Tanggungan yang ditulis oleh Zulhaimi. Penulis menjelaskan bahwa Pertama, 

 
7 Irma Devita Purnamasari, Hukum Jaminan Perbankan, Kaifa, Bandung, 2011, hlm. 21. 

8 Aam Mamlu’atuzzahroh, Perlindungan Hukum Bagi Notaris Maupun PPAT Dalam Pembuatan Cover Note Sebagai 
Dasar Pencairan Kredit Oleh Bank, Tesis Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 
Malang, 2018. 
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Latar belakang notaris membuat Cover Note dalam perjanjian kredit dengan 
jaminan hak tanggungan adalah karena kebutuhan dalam praktek untuk 
percepatan pencairan kredit, hal ini berkaitan dengan juga untuk memberi 
kepercayaan kepada bank, sertifikat hak tanggungannya sudah pasti akan dapat 
terdaftar. Maka dengan Cover Note yang dibuat oleh Notaris sebagai surat yang 
menunjukan bahwa penerbitan sertifikat jaminan masih dalam proses. Kedua, 
Kedudukan hukum sebagai akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang 
berwenang tidak terpenuhi jika dilihat dari aspek unsur  kewenangan yang 
dimiliki oleh Notaris. Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris tidak ada satupun 
norma yang dapat ditafsirkan sebagai kewenangan Notaris untuk mengeluarkan 
surat keterangan yang disebut sebagai Cover Note, maka dapat ditafsirkan bahwa 
Cover Note muncul karena adanya kebiasaan/kebutuhan dalam praktik 
kenotariatan, sehubungan dengan hal tersebut Cover Note lebih cenderung 
dikategorikan sebagai perikatan yang lahir karena perjanjian bukan karena 
undang-undang atau juga dapat dikatakan sebagai perikatan yang lahir dari 
perjanjian karena berdasarkan hukum kebiasaan.9 

C. Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif adalah pendekatan 
yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama| dengan cara|mengamati mengenai 
teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundangan-undangan 
yang berhubungan dengan karya| ilmiah ini. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, 
yaitu mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan teori-
teori hukum sebagai objek penelitian yang nantinya akan dikaitkan dengan permasalahan 
yang akan diteliti dalam karya ilmiah ini yang bisa memberikan gambaran yang luas 
tentang masalah yang dihadapi dengan memaparkan objek yang diteliti yang dikaitkan 
dengan teori perlindungan hukum tersebut. Bahan hukum yang digunakan bahan hukum 
primer, yakni studi kepustakaan, bahan hukum sekunder, yakni bahan hukum yang 
memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.10 Bahan hukum tersier, yakni 
bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan 
sekunder.11 Pada|pnelitian hukum normatif, pengolahan data dilakukan dengan cara 
sistematika terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat 
klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut untuk memudahkan pekerjaan 
analisis dan konstruksi.12 Hasil penelitian ini disajikan dalam bentuk penulisan hukum 
dan diikuti dengan pengambilan kesimpulan sehingga| dapat memberikan jawaban yang 
jelas atas permasalahan yang diidentifikasi khususnya tentang perlindungan hukum 
terhadap Notaris dalam pembuatan Cover Note terkait dasar pencairan kredit oleh bank. 

 

D. Pembahasan 
1. Kedudukan Cover Note Dalam Pencairan Kredit Oleh Bank 

 
9 Zulhaimi, Kedudukan Hukum Cover Note Notaris Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan, Tesis 
Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 2015. 

10 Sura|tma |n da|n Philips Dilla|h. Metode Penelitia |n Hukum, CV. A|lfa|beta |, Ba|ndung 2012, hlm. 115. 
11 Sa|lim Hs da|n Erlies Septia|na | Nurba|ni, Penera |pa |n Teori Hukum, Ra|ja| Gra|findo, Depok, 2013, hlm. 17-18. 
12 Soejono Soeka|nto da|n Sri Ma|muji, Penelitia |n Hukum Norma |tif, Ra|ja| Gra|findo Persa|da|, Ja|ka |rta|, 2010, 

hlm. 251-252. 
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  Ba|nk seba|ga|i kreditur berpega|ng teguh denga|n hukum perba|nka|n ya|ng 
mengika|tnya| mengena|i kea|bsa|ha|n Cover Note seba|ga|i sura|t ketera|nga|n ya|ng 
ma|mpu mempercepa|t proses penca|ira|n kredit. Cover Note merupa|ka|n sesua|tu 
ya|ng tumbuh serta| berkemba|ng da|la|m dunia| perba|nka|n da|n pra|ktek 
kenota|ria|ta|n terka|it denga|n proses penca|ira|n kredit. Kebera|da|a|n Cover Note 
menja|di sua|tu hukum kebia|sa|a|n (living la|w) ya|ng muncul ka|rena| a|da|nya| 
kebutuha|n da|ri piha|k-piha|k ya|ng berkepentinga|n. Cover Note tida|k memiliki 
keduduka|n hukum da|la|m Unda|ng-Unda|ng Ja|ba|ta|n Nota|ris. 

  Deskripsi mengena|i Cover Note terca|ntum da|la|m ka|mus otoritas Jasa 
Keuangan atau OJK-Pedia|. OJK-Pedia| merupa|ka|n ka|mus ya|ng menyedia|ka|n da|ri 
a| hingga| z istila|h informa|si ya|ng berka|ita|n denga|n dunia| keua|nga|n. OJK-Pedia| 
menyebut Cover Note seba|ga|i ya|kni nota| ketera|nga|n.13 Cover Note da|la|m dunia| 
perba|nka|n memiliki fungsi seba|ga|i sya|ra|t da|la|m penca|ira|n kredit, sehingga| bila| 
belum diterbitka|nnya | Cover Note oleh Nota |ris ma|ka| pela |ksa|na |a|n penca|ira|n kredit 

belum bisa | dila |ksa|na |ka|n. Pemberia |n Cover Note ini sering dijumpa|i da|la|m dunia | 

perba|nka |n, Cover Note dija |dika |n seba|ga|i benteng penga|ma |na|n da|ri piha|k ba|nk 

meskipun Cover Note tida|k mempunya |i kekua|ta |n seperti a |kta | otentik.  

  Keduduka|n Cover Note ya|ng dibua|t oleh Nota|ris buka|n merupa|ka|n bukti 
a|guna|n ya|ng ma|na| Cover Note da|la|m ha|l ini ha|nya| berkeduduka|n seba|ga|i sura|t 
ketera|nga|n da|ri Nota|ris untuk ba|nk ya|ng a|ka|n mengelua|rka|n kredit. Cover Note 
ha|nya| sura|t bia|sa| da|n seba|ta|s sura|t ketera|nga|n da|ri pa|da| nota|ris, na|mun teta|p 
sa|h nota|ris mengelua|rka|n Cover Note sepa|nja|ng itu ha|nya| menjela|ska|n da|n 
menja|ba|rka|n ketera|nga|n a|pa| ya|ng dila|kuka|n oleh Nota|ris ha|nya| seba|ga|i 
pernya|ta|a|n tertulis da|n tida|k menjela|ska|n ba|hwa| Cover Note tersebut seba|ga|i 
pengga|nti a|kta|. Cover Note tida|k memberika|n ja|mina|n a|pa|pun da|la|m perja|njia|n 
kredit da|n tida|k memiliki kekua|ta|n hukum.14 

   Pa|da| umumnya| tida|k a|da| ya|ng menga|tur mengena|i bentuk da|n ta|ta| 
ca|ra| penulusa|n Cover Note, a|ka|n teta|pi penulisa|n Cover Note bia|sa|nya| dila|kuka|n 
a|ta|s kop sura|t Nota|ris, dita|nda|ta|nga|ni da|n menda|pa|tka|n ca|p Nota|ris 
seda|ngka|n la|innya| disesua|ika|n denga|n proses a|pa| ya|ng seda|ng da|la|m 
pengurusa|n di ka|ntor Nota|ris.15 

   Keduduka|n hukum da|la|m penerbita|n Cover Note ya|ng dibua|t oleh 
Nota|ris sebena|rnya| menga|cu pa|da| fa|kta| yuridis ba|hwa| ta|ta| na|ma| Cover Note 
tida|k ditemuka|n da|la|m pera|tura|n perunda|ng-unda|nga|n khusunya| da|la|m 
Unda|ng-Unda|ng Ja|ba|ta|n Nota|ris sehingga| menga|ndung konsekuensi berupa| 
ketida|kjela|sa|n terha|da|p a|spek lega|lita|s tinda|ka|n tersebut a|pa|ka|h mela|ngga|r 
hukum a|ta|uka|h tida|k. Fa|kta| tersebut sema|kin mengua|t pa|da| ra|na|h pra|ktisi 
ma|upun a|ka|demisi dika|rena|ka|n da|sa|r pembena|ra|n a|ta|s penerbita|n Cover Note 

 
13 A|yu Dia|h Okta |rini da|n A|gung Dha|rma| Kusuma|, Pera |n da |n Fungsi Cover Note Da|la |m Pela |ksa |na |a |n 

Penca |ira |n Kredit Oleh Ba |nk, Jurna|l Ma|gister Hukum Uda|ya |na|, Vol. 9, No. 4 Desember 2020. 
14 Dewi Ra|chma|ya|ni da|n A |. Suwa|ndono, Cover Note Nota |ris Da |la |m Perja|njia |n Kredit Da |la |m Perspektif Hukum 

Ja |mina |n, Jurna|l A|cta| 73-86, 2017, hlm. 75. 
15 Putu Silkya|ma |ra| Na |ndha| Rossa|na| da |n I Putu Suda |rma| Suma|di, Perta |nggungja|wa |ba |n Nota |ris Terha|da |p 

Sura |t Di Ba |wa |h Ta |nga |n Ya |ng Dilega |lisa |si, Jurna|l Kertha| Sema|ya|, Fa |kulta|s Hukum Universita |s Uda|ya|na |, Vol. 1, No. 12, 
2013, hlm. 5. 
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oleh Nota|ris ya|ng dila|hirka|n mela|lui pra|ktik kenoria|ta|n da|n buka|n hukum 
tertulis, seda|ngka|n disisi la|in pengguna|a|n Cover Note ya|ng mempunya|i da|ya| 
mengika|t terha|da|p pa|ra| piha|k wa|la|upun buka|n a|kta| otentik. 

  Upa|ya| pengga|mba|ra|n perma|sa|la|ha|n a|ta|s keduduka|n hukum Cover Note 
da|pa|t ditunjukka|n mela|lui sua|tu studi kompa|ra|si a|ta|u perba|ndinga|n a|nta|ra| 
kewena|nga|n Nota|ris da|la|m menerbitka|n Cover Note denga|n otorita|s Nota|ris 
ya|ng da|pa|t mengelua|rka|n Sura|t Ketera|nga|n Wa|ris (SKW), dima|na| leta|k 
persa|ma|a|n kedua|nya| a|da|la|h keduduka|n hukum serta| ta|ta| na|ma| Cover Note da|n 
Sura|t Ketera|nga|n Wa|ris ya|ng tida|k disebutka|n da|n tida|k pula| memiliki 
penjela|sa|n seca|ra| terperinci da|la|m Unda|ng-Unda|ng Ja|ba|ta|n Nota|ris.16 

   Kebera|da|a|n Cover Note sa|a|t ini menja|di eksis da|n urgent dima|na| Cover 
Note ya|ng dikelua|rka|n oleh Nota|ris a|ka|n memberika|n ketera |nga|n sehingga| 
membua|t kreditur sela|ku ba|nk menja|di ya|kin ba|hwa| seka|lipun ba|nk 
merea|lisa|sika|n kredit ya|ng dimohonka|n oleh debitur ya|ng a|guna|nnya| ma|sih 
da|la|m proses hukum, na|ntinya| teta|p a|ka|n dida|pa|tka|n da|n dikua|sa|i oleh piha|k 
ba|nk. A|pa|la|gi ya|ng mela|kuka|n proses tersebut a|da|la|h Nota|ris ya|ng nota|bene 
a|da|la|h ja|ba|ta|n ya|ng sa|nga|t diperca|ya|. Na|mun demikia|n Cover Note buka|nla|h 
bukti a|guna|n, seda|ngka|n sya|ra|t kredit perba|nka|n mensya|ra|tka|n ha|rus a|da|nya| 
a|guna|n ya|ng diberika|n oleh debitur seba|ga|i penera|pa|n prinsip keha|ti-ha|tia|n 
oleh ba|nk. 

2. Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Terkait Pembuatan Cover Note 

  Perlindunga|n hukum merupa|ka|n sua|tu upa|ya| perlindunga|n ya|ng 
diberika|n kepa|da| subyek hukum terha|da|p a|pa| ya|ng dila|kuka|nnya| untuk 
memperta|ha|nka|n a|ta|u melindungi kepentinga|n da|n ha|k subyek hukum 
tersebut.17 Perlindunga|n hukum terha|da|p Nota|ris bertujua|n a|ga|r ha|k da|n 
kewa|jiba|n serta| kewena|nga|n Nota|ris da|la|m menja|la|nka|n tuga|snya| ya|ng 
diberika|n oleh Unda|ng-Unda|ng Ja|ba|ta|n Nota|ris (UUJN) da|n kode etik Nota|ris 
dila|kuka|n berda|sa|rka|n ketentua |n ya|ng berla|ku. Ba|ik berda|sa|rka|n hukum 
ma|upun berda|sa|rka|n mora|l da|n etika| profesi demi terja|minnya| perlindunga|n 
hukum da|n kepa|stia|n hukum ba|gi profesi Nota|ris tersebut. 

  Perlindunga|n hukum terha|da|p Nota|ris tela|h diberika|n oleh pera|tura|n 
perunda|ng-unda|nga|m ya|kni seba|ga|i berikut: 

1. Pengertia|n Ha|k Ingka|r Nota|ris a|da|la|h ha|k untuk menola|k da|la|m 
memberika|n kesa|ksia|n a|ta|u ha|k untuk minta| undur da|ri kesa|ksia|n 
(verchoningrecht), pa|da| ha|k ingka|r Nota|ris terka|ndung kewa|jiba|n untuk 
tida|k bica|ra| (verschoningsplicht).18 Pengguna|a|n Ha|k Ingka|r Nota|ris ya|kni 
seba|ga|i berikut: 

 
16 Ma|ha|tma| Dwi Nugra|ha| A|tma |ji, Ha|rtiwingsih, da|n M. Irna |wa|n Da|rori, Pera |na|n Nota |ris Terha |da |p Perja|njia |n 

Wa |ris Ya |ng Dibua |tka |n Berda |sa |rka |n Hukum A|da |t, Jurna|l Prosiding Semina|r Na|siona|l Progra|m Doktora|l Ilmu Hukum 
UMS2022: Penega|ka |n Hukum Berba|sis Tra|nsendenta|l, Sura |ka|rta|, 2022, hlm. 68-69. 

17 Wirjono Prodjodikoro, A|sa |s-a |sa |s Hukum Perda |ta |, Sumur, Ba|ndung, 1983, hlm. 20. 
18 Lumba|n Tobing, Op.Cit, hlm. 122. 
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a. Pa|sa|l 16 a|ya|t a|ya|t (1) UUJN ya|itu ba|hwa| da|la|m menja|la|nka|n 
ja|ba|ta|nnya| Nota|ris berkewa|jiba|n mera|ha|sia|ka|n a|kta| ya|ng dibua|tnya| 
da|n sega|la| ketera|nga|n ya|ng diperoleh guna| pembua|ta|n a|kta| sesua|i 
denga|n sumpa|h/ja|nji ja|ba|ta|n, kecua|li Unda|ng-Unda|ng menentuka|n 
la|in. Berda|sa|rka|n ketentua|n dia|ta|s tersebut, ba|hwa| Nota|ris ha|rus 
ha|rus mera|ha|sia|ka|n ya|ng berhubunga|n denga|n ja|ba|ta|nnya|. Nota|ris 
berkewa|jiba|n untuk mera|ha|sia|ka|n isi a|kta|nya|, ba|hka|n Nota|ris wa|jib 
mera|ha|sia|ka|n semua| ketera|nga|n mula|i da|ri persia|pa|n pembua|ta|n 
a|kta| hingga| selesa|inya| pembua|ta|n sua|tu a|kta|. 

b. Pa|sa|l 1909 a|ya|t 2 KUHPerda|ta| menya|ta|ka|n ba|hwa|, sega|la| sia|pa| ya|ng 
ka|rena| keduduka|nnya|, pekerja|a|nnya| a|ta|u ja|ba|ta|nnya| menurut 
Unda|ng-Unda|ng diwa|jibka|n mera|ha|sia|ka|n sesua|tu. Na|mun, 
ha|nya|la|h sema|ta|-ma|ta| mengena|i ha|l-ha|l ya|ng pengeta|hua|nnya| 
diperca|ya|ka|n kepa|da|nya| seba|ga|i demikia|n.19 

c. Pa|da| Hukum Pida|na|, Pa|sa|l 170 a|ya|t 1 Kita|b Unda|ng-Unda|ng Hukum 
A|ca|ra| Pida|na| (KUHA|P) menya|ta|ka|n ba|hwa|, mereka| ya|ng ka|rena| 
pekerja|a|nnya|, ha|rka|t, ma|rta|ba|t a|ta|u ja|ba|ta|nnya| diwa|jibka|n 
menyimpa|n ra|ha|sia|, da|pa|t dibeba|ska|n da|ri kewa|jiba|n untuk 
memberi ketera|nga|n seba|ga|i sa|ksi ya|itu tenta|ng ha|l ya|ng 
diperca|ya|ka|n kepa|da|nya|.20 

2. Pa|sa|l 66 UUJN menya|ta|ka|n ba|hwa| untuk kepentinga|n proses pera|dila|n, 
penyidik, penuntut umum a|ta|u kepentinga|n ha|kim denga|n persetujua|n 
Ma|jelis Kehorma|ta|n Nota|ris (MKN) ya|ng berwena|ng: menga|mbil 
fotocopy minuta| a|kta| da|n/sura|t-sura|t ya|ng dileka|tka|n pa|da| minuta| a|kta| 
a|ta|u protokol Nota|ris da|la|m penyimpa|na|n Nota|ris da|n mema|nggil 
Nota|ris untuk ha|dir da|la|m proses pemeriksa|a|n ya|ng berka|ita|n denga|n 
a|kta| a|ta|u protokol Nota|ris ya|ng bera|da| da|la|m penyimpa|na|n Nota|ris 
tersebut”.  

3. Pembentuka|n Ma|jelis Penga|wa|s ya|ng terda|pa|t pa|da| Pa|sa|l 67 UUJN ya|ng 
dibentuk oleh Menteri ya|ng terdiri a|ta|s 3 (tiga| unsur), ya|itu 3 (tiga|) ora|ng 
da|ri pemerinta|ha|n, 3 (tiga|) ora|ng da|ri orga|nisa|si Nota|ris da|n 3 (tiga|) 
ora|ng da|ri a|ka|demisi. Penga|wa|sa|n ini meliputi pela|ksa|na|a|n da|la|m 
ja|ba|ta|n Nota|ris. 

A|da|pun bentuk perlindunga|n hukum ya|ng diberika|n kepa|da| Nota|ris 
da|la|m menja|la|nka|nn tuga|s da|n wewena|ngnya| diba|gi 2 (dua|) ya|kni 
seba|ga|i berikut: 

1. Perlindunga|n hukum da|la|m bentuk tinda|ka|n preventif, terha|da|p 
ma|sa|la|h-ma|sa|la|h hukum ya|ng a|ka|n terja|di di tuntuta|n pida|na| 
ma|upun guga|ta|n perda|ta| a|nta|ra| la|in: 

a. Da|la|m mencega|h ma|sa|la|h hukum ya|ng terliba|t terha|da|p Nota|ris 
 

19 Pa|sa|l 1909 a|ya |t 2 Kita|b Unda|ng-Unda|ng Hukum Perda|ta|. 
20 Moelja|tno, Kita |b Unda |ng-Unda |ng Hukum A|ca |ra | Pida |na |, Bumi A|ksa|ra|, Ja|ka|rta|, 2004, hlm. 77. 
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ma|ka| da|la|m menja|la|nka|n tuga|s da|n kewena|nga|nnya| serta| semua| 
tinda|ka|n Nota|ris ha|rus sesua|i denga|n Unda|ng-Unda|ng Ja|ba|ta|n 
Nota|ris. 

b. Da|la|m proses pembua|ta|n a|kta|, Nota|ris ha|rus sesua|i denga|n 
ketentua|n Pa|sa|l 38 UUJN. Sehingga| potensi pelua|ng untuk 
terja|dinya| tuntuta|n da|n guga|ta|n terha|da|p a|kta| Nota|ris ya|ng 
dibua|t a|ka|n kecil cela|h hukumnya|. 

c. Nota|ris da|la|m menja|la|nka|n tuga|s da|n kewena|nga|nnya| ha|rus 
mengeta|hui, mema|ha|mi da|n mela|ksa|na|ka|n tinda|ka|n-tinda|ka|n 
preventif demi perlindunga|n hukum. 

2. Perlindunga|n hukum da|la|m bentuk tinda|ka|n represif, bertujua|n 
untuk menyelesa|ika|n terja|dinya| sengketa| terma|suk pena|nga|na|n di 
lemba|ga| pera|dila|n. Terha|da|p ma|sa|la|h-ma|sa|la|h hukum ya|ng a|ka|n 
terja|di di tuntuta|n pida|na| ma|upun guga|ta|n perda|ta| a|nta|ra| la|in: 

a. Ma|jelis Penga|wa|s Nota|ris da|pa|t memberika|n ba|ntua|n berupa| 
konsulta|si hukum terha|da|p tuntuta|n pida|na| a|ta|u guga|ta|n perda|ta| 
terha|da|p Nota|ris sehingga| Nota|ris menda|pa|tka|n informa|si da|n 
solusi da|la|m mengha|da|pi ma|sa|la|h hukum ya|ng seda|ng diha|da|pi 
Nota|ris. 

b. Nota|ris merespon denga|n cepa| a|ta|s la|pora|n da|ri ma|sya|ra|ka|t a|ta|u 
perminta|a|n da|ri piha|k penyidik, keja|ksa|a|n, da|n penga|dila|n 
tenta|ng ha|k-ha|k klien ya|ng dituntut dimungkinka|n untuk dipenuhi 
oleh Nota|ris ya|ng menyeba|bka|n kerugia|n. 

c. Ma|jelis Kehorma|ta|n Nota|ris ha|rus menja|la|nka|n wewena|ngnya|. 

  Meskipun ketentua|a|n Cover Note tida|k dia|tur di da|la|m pera|tura|n 
perunda|ng-unda|nga|n. Na|mun, pa|da| kenya|ta|a|nnya| tida|k a|da| la|ra|nga|n ba|gi 
Nota|ris untuk membua|t Cover Note. Wa|la|upun keduduka|n Cover Note ma|sih 
dia|ngga|p belum memenuhi kepa|stia|n hukum. 

  Sela|in itu Cover Note seca|ra| tega|s tela|h diba|ha|s oleh Pengurus Pusa|t 
Ika|ta|n Nota|ris Indonesia| (PP INI) ba|hwa| Unda|ng-Unda|ng Ja|ba|ta|n Nota|ris tida|k 
menga|tur mengena|i pembua|ta|n Cover Note oleh Nota|ris terha|da|p kegia|ta|n a|ta|u 
terha|da|p pela|ksa|na|a|n ja|ba|ta|n Nota|ris. Da|la|m pembua|ta|n Cover Note sendiri, 
rekomenda|si da|n kesa|tua|n sika|p da|ri Pengurus Pusa|t Ika|ta|n Nota|ris Indonesia| 
(PP INI) menya|ta|ka|n ba|hwa| seba|ga|i berikut:21 

a. Tida|k membua|t Cover Note ya|ng berisi ha|l-ha|l ya|ng tida|k berka|ita|n 
denga|n tuga|s da|n wewena|ng ja|ba|ta|n Nota|ris. Pembua|ta|n Cover Note 
ha|nya| dila|kuka|n a|pa|bila| a|kta| suda|h dita|nda| ta|nga|ni lengka|p da|n dibua|t 

 
21 Ma|lini, Dija|n Widijowa|ti, da|n Yurisa| Ma |rta |nti, Kepa |stia |n Hukum Isi Sura |t Ketera |nga |n (Cover Note) 

Terha |da |p Objek Ya |ng Diproses Berda |sa |rka |n A|kta | Ya |ng Dibua |t Oleh Nota |ris, Jurna|l Multidisiplin Indonesia |, Vol. 2, No. 
2 Februa|ri 2023. 
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denga|n memenuhi sya|ra|t da|n prosedur ya|ng diteta|pka|n oleh Unda|ng-
Unda|ng. 

b. Tida|k membua|t Cover Note ya|ng sifa|tnya| menja|min sesua|tu kea|da|a|n 
ya|ng buka|n kewena|nga|n Nota|ris untuk menja|min da|n/a|ta|u menya|ta|ka|n 
ha|l tersebut, misa|lnya| menja|min ba|hwa| “sertifika|t tida|k da|la|m kea|da|a|n 
sengketa| da|n terbeba|s da|ri sita|a|n”. 

c. Memberika|n pema|ha|ma|n kepa|da| piha|k ba|nk untuk teta |p 
memperha|tika|n pemenuha|n prinsip keha|ti-ha|tia|n ba|nk da|la|m penca|ira|n 
kredit da|n penca|ira|n kredit tida|k terka|it denga| na|da| a|ta|u tida|knya| Cover 
Note da|ri Nota|ris. 

E. Kesimpulan 

Keduduka|n Cover Note da|la|m penca|ira|n kredit oleh ba|nk merupa|ka|n sya|ra|t efektif 
da|la|m proses penca|ira|n kredit. Pera|tura|n Otorita|s Ja|sa| Keua|nga|n (POJK) Nomor 11 
Ta|hun 2019 menya|ta|ka|n ba|hwa| Cover Note ha|nya|la|h seba|ga|i sya|ra|t a|dministra|si. 
Kebera|da|a|n Cover Note menja|di sa|nga|t penting berda|sa|rka|n kebija|ka|n umum ba|nk 
ya|ng mengizinka|n kredit da|pa|t dita|rik oleh debitur setela |h diterima|nya| Cover Note 
da|ri Nota|ris ta|npa| menunggu selesa|inya| penda|fta|ra|n A|PHT. Ha|l ini dika|rena|ka|n ba|nk 
tida|k ingin kehila|nga|n na|sa|ba|h teka|it persa|inga|n usa|ha| di dunia| perba|nka|n. Cover 
Note seba|ga|i sumber hukum forma|l ya|itu berda|sa|rka|n kebia|sa|a|n, ya|ng ma|na| 
kebia|sa|a|n merupa|ka|n perbua|ta|n ma|nusia| ya|ng teta|p berula|ng-ula|ng, sehingga| da|pa|t 
dika|ta|ka|n ba|hwa| Cover Note dika|tegorika|n seba|ga|i perika|ta|n ya|ng la|hir berda|sa|rka|n 
perja|njia|n da|n juga| da|ri hukum kebia|sa|a|n (living la|w). dan Perlindunga|n hukum 
terha|da|p Nota|ris terka|it pembua|ta|n Cover Note terda|pa|t pa|da| pengguna|a|n Ha|k 
Ingka|r Nota|ris, ya|itu ha|k untuk menola|k da|la|m memberika|n kesa|ksia|n ya|ng 
terka|ndung kewa|jiba|n untuk tida|k bica|ra| (vershoningsplicht). Pa|sa|l 66 UUJN ba|hwa| 
untuk kepentinga|n proses pera|dila|n, penyidik, penuntut umum a|ta|u kepentinga|n 
ha|kim denga|n persetujua|n Ma|jelis Kehorma|ta|n Nota|ris (MKN). Perlindunga|n hukum 
da|la|m bentuk tinda|ka|n preventif dan bentuk tindakan represif serta Nota |ris da|la|m 
pembua|ta|n Cover Note henda|knya| menera|pka|n prinsip keha|ti-ha|tia|n. 
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